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TENTANG

PERCEPATAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH

Dalam rangka percepatan implementasi dan terwujudnya integrasi proses Sistem

Informasi Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, bersama ini
disampaikan kepada Saudara/i hal-hal sebagai berikut :

1

Melakukan langkah-langkah percepatan melalui integrasi proses peryusunan
perencanaan pembangunan daerah, dan pengelolaan keuangan daerah, Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (EPPD), dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan
daerah, pada satu platform sistem informasi pemerintahan daerah.

Guna efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi serta pembiraan dan
pengawasan dalam hal penyelenggaraan pemerintahan di daeral dalam
mendukung pelaksanaan percepatan sistem informasi pemerintahan daeral maka:

- a. Pényusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 tetap

berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ‘RPJMD)

yang berlaku. Pemerintan Daerah segera melakukan proses pemetaan
(mapping) terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJML dengan
program, kegiatan dan sub kegiatan, untuk kemudian dilakukan perubahan
dengan nomenklatur perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diatur
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan RPJMN
2020-2024;

b. Hasil pemetaan terhadap nomenklatur program dan kegiatan dalam RPJMD
sebagaimana dimaksud pada huruf a, menjadi acuan dalam penyusunan RKPD
dan KUA-PPAS, sepanjang tidak merubah target dan indikator dalam RPJMD;

c. Hasil Pemetaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, dituangkan dalam bentuk
berita acara; dan

d. Bagi Daerah yang akan melaksanakan Pilkada Tahun 2020 penetapan prdgram
dan kegiatan dalam penyusunan RPJMD, RKPD, dan Renstra Perangkat Daerah
berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.



2.

3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 disusun
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah.

4. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD pada
Pasal 5 Ayat (2) mengamanatkan bahwa SIPD diakses melalui situs jaringan resmi
Kementerian Dalam Negeri yaitu: https://sipd.kemendagri.go.id.

5. Hal-hal teknis terkait akses dan pengoperasian sistem dapat berkoordinasi dengan
Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri melalui Pusat Data dan Sistem
Informasi Kementerian Dalam Negeri, Telephone 021-3811120, e-mail:
sipd@kemendagri.co.id. ;

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;

2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan\Keamanan;

4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;

5. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
6. Menteri Sekretaris Negara;
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. Menteri Komunikasi dan Informatika;

. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
. Sekretaris Kabinet; dan

0.Kepala Staf Kepresidenan.



